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Abstract. Medical emergency services demand swift and precise action; however, medical personnel are often hindered by the risk of criminalization resulting from unintended outcomes. Although Law Number 17 of 2023 concerning Health mandates the provision of assistance, the regulation has not yet provided explicit criminal protection for good-faith rescuers, thereby triggering the practice of defensive medicine. This study aims to examine the implementation of the Good Samaritan Law (GSL) concept as an alternative legal protection for health workers. The research methods employed are juridical-normative and juridical-empirical, utilizing statutory, comparative, and case approaches. The findings indicate that current regulations, including Article 531 of the Criminal Code (KUHP) and Law No. 17/2023, have limitations as they emphasize the obligation to assist rather than the protection of the rescuer. In comparison, the international GSL concept offers a standard of "limited immunity," which explicitly protects rescuers from civil and criminal liability, provided the actions are performed without gross negligence. The impact of implementing GSL in Indonesia is projected to provide stronger legal certainty than existing regulations, reduce the psychological burden on medical personnel in emergency situations, and encourage social solidarity without the fear of unnecessary lawsuits. The study concludes that the adoption of GSL is an urgent legal reconstruction to ensure the professional protection of health workers in Indonesia.
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Abstrak. Pelayanan kegawatdaruratan medis menuntut tindakan cepat dan tepat, namun tenaga medis sering kali terhambat oleh risiko kriminalisasi akibat hasil tindakan yang tidak diharapkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan pemberian pertolongan, regulasi tersebut belum memberikan perlindungan pidana eksplisit bagi penolong beritikad baik, sehingga memicu praktik defensive medicine. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi konsep Good Samaritan Law (GSL) sebagai alternatif perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi saat ini, termasuk Pasal 531 KUHP dan UU No. 17/2023, memiliki keterbatasan karena lebih menekankan pada kewajiban menolong daripada perlindungan bagi penolong. Perbandingannya, konsep GSL internasional menawarkan standar "kekebalan hukum terbatas" yang secara eksplisit melindungi penolong dari tuntutan perdata dan pidana selama tindakan dilakukan tanpa kelalaian berat (gross negligence). Dampak dari penerapan GSL di Indonesia diproyeksikan akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan regulasi yang ada, mengurangi beban psikologis tenaga medis dalam situasi darurat, serta mendorong solidaritas sosial tanpa kekhawatiran akan tuntutan hukum yang tidak perlu. Simpulan menegaskan bahwa adopsi GSL merupakan rekonstruksi hukum mendesak untuk menjamin perlindungan profesionalitas tenaga kesehatan di Indonesia.
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1. LATAR BELAKANG
[bookmark: _Hlk216334961]Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu dan fondasi utama bagi kesejahteraan suatu bangsa. Dalam konteks medis, tindakan pertolongan dan penyelamatan nyawa, khususnya dalam kondisi kegawatdaruratan, menuntut respons cepat dan keahlian tinggi dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun, di tengah tuntutan profesionalisme ini, mereka seringkali dihadapkan pada dilema dan risiko hukum yang kompleks, terutama terkait tindak pidana medis, ketika tindakan mereka dalam keadaan darurat berujung pada hasil yang tidak diharapkan, seperti kematian atau cedera pasien.
Pelayanan kegawatdaruratan menuntut tenaga medis bertindak cepat dan tepat demi menyelamatkan nyawa pasien. Namun, risiko kriminalisasi akibat kegagalan tindakan medis masih tinggi di Indonesia, yang berpotensi menimbulkan defensive medicine dan menurunnya mutu pelayanan (Agathon Henryanto, 2025). Prinsip hukum yang memberikan perlindungan bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik dalam keadaan darurat agar tidak dipidana atau digugat secara perdata kecuali ada kelalaian berat atau kesengajaan (Tomy, 2023). 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur kewajiban tenaga medis dalam memberikan pertolongan dan tanggung jawab hukum atas kelalaian. Namun, perlindungan hukum pidana bagi tenaga medis yang bertindak dengan itikad baik dalam situasi darurat masih belum secara eksplisit diatur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran akan kriminalisasi. Tindak pidana medis merujuk pada perbuatan atau kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian pada pasien dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Gunawan et al., 2023). Malpraktik medis, sebagai salah satu bentuknya, mencakup tindakan kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan kerugian fatal, seperti cacat atau kematian pasien (Gunawan et al., 2023). 
Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana  tenaga medis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361, yang menguraikan perbuatan yang menyebabkan luka berat atau kematian akibat kelalaian. Meskipun demikian, tidak semua malpraktik medis dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana; perlu adanya pembuktian unsur kelalaian, kesengajaan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (Gunawan et al., 2023). 
Tenaga medis memiliki tanggung jawab etis dan profesional dalam setiap tindakan, tetapi fenomena peningkatan aduan dan tuntutan hukum terhadap tenaga medis di Indonesia menunjukkan adanya kerentanan hukum yang serius (Karlina Harsono Ilham, 2021). Situasi ini diperparah oleh ketiadaan payung hukum yang memadai untuk melindungi tenaga medis saat mereka bertindak heroik dalam situasi darurat.  Kekosongan ini dapat mendorong praktik defensive medicine, yaitu tindakan medis yang dilakukan lebih untuk menghindari tuntutan hukum daripada untuk kepentingan pasien semata, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan.
Fenomena peningkatan aduan dan tuntutan hukum terhadap tenaga medis di Indonesia menunjukkan adanya kerentanan hukum yang serius. Data dari Kementerian Kesehatan untuk periode 2023-2025 mencatat adanya 51 aduan dugaan malpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan. Senada dengan hal tersebut, data dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) juga mengonfirmasi adanya tren peningkatan kasus malpraktik medis yang berujung pada tuntutan pidana dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini diperparah oleh ancaman kriminalisasi yang nyata, seperti terlihat pada kasus dokter di RS Dr. Kandau Manado yang didakwa pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP (kelalaian menyebabkan kematian) akibat tindakan dalam situasi gawat darurat. Risiko hukum semacam ini memicu praktik defensive medicine, di mana tenaga medis lebih fokus menghindari tuntutan hukum daripada kepentingan terbaik pasien, yang pada akhirnya menurunkan mutu pelayanan.
Kesenjangan hukum (legal gap) muncul dari ketidakjelasan regulasi yang ada. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur kewajiban memberikan pertolongan pertama (Pasal 275) dan ancaman pidana bagi yang mengabaikannya (Pasal 438) , perlindungan pidana khusus bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik belum diatur secara eksplisit. Di sisi lain, Pasal 531 KUHP mewajibkan pemberian bantuan tetapi mensyaratkan kondisi "tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain", sebuah standar yang sering menimbulkan keraguan bagi penolong dalam situasi darurat yang kacau. Ketiadaan payung hukum yang memadai untuk melindungi tindakan heroik dalam situasi darurat ini menciptakan kekosongan yang membahayakan kepastian hukum.
Dalam menjawab tantangan ini, konsep Good Samaritan Law hadir sebagai solusi alternatif. Good Samaritan Law adalah prinsip hukum yang memberikan perlindungan bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik agar tidak dipidana atau digugat secara perdata, selama tidak ada kelalaian berat atau kesengajaan. Berbeda dengan Indonesia, negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan India telah mengadopsi prinsip ini untuk memberikan kekebalan hukum terbatas bagi tenaga medis yang bertindak sukarela. . Good Samaritan Law bertujuan mendorong solidaritas sosial dan keberanian untuk bertindak, tanpa dibayangi rasa takut akan ancaman pidana yang tidak proporsional. Konsep Good Samaritan Law sebagai prinsip hukum yang melindungi penolong yang bertindak dengan itikad baik dalam keadaan darurat menjadi alternatif penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Prinsip ini mendorong tenaga medis dan masyarakat untuk bertindak tanpa rasa takut akan risiko hukum yang tidak proporsional (Andrianto & Noviani, 2021).
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam implementasi konsep Good Samaritan Law sebagai upaya rekonstruksi hukum pidana medis di Indonesia demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi tenaga kesehatan.. Kajian ini menganalisis kondisi yang seharusnya ada secara normatif berdasarkan regulasi dan prinsip hukum di Indonesia, apa yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta dan kasus nyata,  menawarkan inovasi dalam merekonstruksi hukum pidana medis di Indonesia dan perbandingan penerapan konsep Good Samaritan Law di negara lain, demi terciptanya kepastian hukum dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

2. KAJIAN TEORITIS
[bookmark: _Hlk218676941]Kerangka Normatif  Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam  Pelayanan Kegawatdaruratan
Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan didasarkan pada teori perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipandang sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang aman dan sejahtera (hukum progresif). Dalam konteks medis, perlindungan hukum bukan berarti imunitas mutlak, melainkan jaminan bahwa tenaga kesehatan yang telah bertindak sesuai standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), dan memiliki itikad baik (good faith) tidak boleh dikriminalisasi. (Irhamuddin, 2023)
Kerangka  normative  merujuk pada kondisi ideal atau norma hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang diakui di Indonesia. Dalam konteks perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kegawatdaruratan, kerangka normative menuntut adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi mereka yang bertindak dengan itikad baik demi menyelamatkan nyawa. Konsep Good Samaritan Law secara normatif merupakan landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada seseorang, termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang secara sukarela dan dengan itikad baik memberikan pertolongan dalam keadaan darurat tanpa mengharapkan imbalan, selama tindakan tersebut tidak dilakukan dengan kelalaian berat atau kesengajaan (Crist MN, 2025). 
Beberapa ahli hukum menyampikan teori tentang Good Samaritan Law. Menurut Epstein, Good Samaritan Law merupakan instrumen hukum yang penting untuk mendorong tenaga medis dan masyarakat umum memberikan pertolongan dalam keadaan darurat tanpa rasa takut akan risiko tuntutan hukum. Hukum ini memberikan kekebalan terbatas dari tuntutan pidana dan perdata selama tindakan dilakukan dengan itikad baik dan tanpa kelalaian berat. Epstein menekankan bahwa konsep ini mengedepankan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial sebagai fondasi hukum yang harus dilindungi.  Sedangkan Goldberg memandang Good Samaritan Law sebagai kebijakan publik yang membatasi tanggung jawab hukum bagi penolong sukarela, terutama tenaga medis, dalam situasi darurat. Ia menekankan bahwa hukum ini harus melindungi tenaga medis yang bertindak di luar kewajiban formalnya agar tidak terhambat oleh kekhawatiran litigasi, namun tetap membatasi perlindungan tersebut agar tidak menutupi kelalaian serius atau tindakan yang disengaja. Selanjutnya Orentlicher menilai Good Samaritan Law sebagai perwujudan prinsip moral dan etika yang diakomodasi dalam hukum positif. Ia menekankan pentingnya standar profesional yang realistis dan proporsional dalam menilai tindakan penolong, mengingat situasi darurat yang menuntut tindakan cepat dan tidak selalu sempurna. Orentlicher juga menyoroti perlunya mekanisme hukum yang adil agar tenaga medis tidak menjadi korban kriminalisasi akibat tindakan mereka dalam keadaan darurat (Evans et al., 2016).
Di beberapa negara seperti Australia (Civil Liability Act 2002), India (Motor Vehicles Amendment Act 2019), dan Kanada, Good Samaritan Law memberikan kekebalan hukum bagi penolong yang bertindak secara sukarela dan itikad baik dalam keadaan darurat, tanpa risiko tuntutan pidana atau perdata atas akibat yang tidak disengaja. Secara umum, konsep Good Samaritan Law bertujuan untuk menghilangkan hambatan hukum yang menghalangi seseorang dalam memberikan pertolongan pertama, sehingga mengedepankan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Konsep ini juga mencerminkan kesepakatan kebijakan publik untuk membatasi tanggung jawab hukum bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik dan profesional (Andrianto & Noviani, 2021). 
Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXI/2023, Good Samaritan Law mengandung konsep bahwa penolong yang bertindak dengan itikad baik dan tanpa mengharapkan imbalan tidak dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang tidak disengaja selama pertolongannya dilakukan tanpa membahayakan diri sendiri atau orang lain secara fatal .Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 531 KUHP Indonesia yang mensyaratkan bahwa pertolongan tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain, sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk memberikan bantuan.
UU No. 17 Tahun 2023 mengatur kewajiban tenaga medis memberikan pertolongan dan memberikan perlindungan hukum perdata bagi tenaga medis yang bertindak sesuai prosedur (Pasal 275 dan 438). Namun, perlindungan pidana belum diatur secara eksplisit. Sementara itu, Pasal 531 KUHP  mengatur kewajiban memberikan pertolongan dan ancaman pidana bagi yang mengabaikan, tetapi belum memberikan perlindungan pidana bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik (Salinan Putusan Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023, 2023)
Dalam konteks UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP, secara normatif perlu ada penguatan perlindungan hukum pidana yang mengadopsi konsep Good Samaritan Law agar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat tidak takut menghadapi tuntutan hukum selama bertindak sesuai standar profesi dan itikad baik. Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana menegaskan bahwa pidana harus menjadi upaya terakhir, sehingga perlindungan preventif bagi tenaga medis sangat diperlukan agar tidak terjadi kriminalisasi yang tidak proporsional (Agathon Henryanto, 2025).
Teori tanggung jawab hukum (legal liability) juga menjadi basis penting. Tenaga kesehatan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian berat (culpa lata). Namun, dalam pelayanan kegawatdaruratan, batasan antara kelalaian dan risiko medis seringkali kabur, sehingga diperlukan instrumen hukum khusus seperti Good Samaritan Law untuk melindungi para penolong.(Rahardjo, 2009)
Perbandingan Penerapan Konsep Good Samaritan Law Internasional
Secara internasional, Good Samaritan Law adalah doktrin hukum yang memberikan perlindungan dari tuntutan hukum bagi mereka yang memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang dalam bahaya atau mengalami cedera dalam keadaan darurat. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Kanada, dan Australia telah mengadopsi Good Samaritan Law yang memberikan perlindungan hukum bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik dalam keadaan darurat (Salinan Putusan Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023, 2023). Adaptasi konsep ini di Indonesia harus disesuaikan dengan konteks hukum nasional dan budaya lokal agar efektif dan diterima secara luas (Tomy, 2023). Penelitian terdahulu oleh Andrianto & Noviani (2021) menunjukkan bahwa di negara-negara yang menerapkan GSL secara eksplisit, angka partisipasi masyarakat dan tenaga medis dalam memberikan pertolongan pertama meningkat karena hilangnya rasa takut akan konsekuensi hukum. (Andrianto & Noviani, 2021)
Australia mengatur Good Samaritan  Law  dalam Civil Liability Act 2002 (NSW), khususnya Section 56 dan 57 memberikan perlindungan yang kuat bagi "penolong yang baik" dari tanggung jawab perdata atas tindakan yang dilakukan dalam itikad baik untuk membantu seseorang yang dalam kondisi darurat. Penolong tidak dikenakan tanggung jawab perdata atas tindakan atau kelalaian selama membantu dalam keadaan darurat. (Vika, Rokhmat, 2024)
India menerapkan Good Samaritan Law diatur dalam Section 134A The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, Merupakan salah satu model Good Samaritan Law paling progresif yang menjamin bahwa penolong korban kecelakaan jalan raya tidak boleh dipaksa untuk mengungkapkan identitasnya dan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. (Tomy, 2023). Negara ini  menjamin bahwa penolong yang secara sukarela memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, kecuali jika terdapat kelalaian berat atau kesengajaan.Memberikan perlindungan hukum yang mendorong masyarakat untuk aktif menolong tanpa rasa takut akan tuntutan hukum (Andrianto & Noviani, 2021). Negara India mengatur dalam Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, bahwa orang yang secara sukarela menolong korban kecelakaan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas cedera atau kematian korban yang terjadi akibat kelalaian dalam tindakan pertolongan. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang kuat bagi penolong dalam situasi darurat (Vika, Rokhmat, 2024).
Korea Selatan menerapkan konsep Good Samaritan Law dalam sistem hukum inquisitorial. Memberikan kekebalan hukum bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik dalam keadaan darurat, sehingga mendorong solidaritas sosial dan kepedulian kemanusiaan
Sebagian besar  di negara bagian Amerika Serikat memiliki undang-undang Good Samaritan Law yang memberikan kekebalan perdata bagi penolong sukarela, termasuk tenaga medis yang bertindak di luar jam kerja, selama tidak ada kelalaian yang disengaja (gross negligence). Prinsip umum adalah memberikan kekebalan dari klaim kelalaian bagi mereka yang memberikan pertolongan tanpa mengharapkan bayaran, selama tindakan dilakukan dengan itikad baik. Seluruh 50 negara bagian di AS memiliki Good Samaritan Law yang memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis maupun masyarakat yang secara sukarela memberikan pertolongan dalam keadaan darurat. Misalnya, seorang dokter yang memberikan pertolongan di lokasi kecelakaan terlindungi dari tuntutan hukum jika tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan tanpa kelalaian berat. Konsep ini mendorong masyarakat dan tenaga medis untuk segera bertindak tanpa takut akan risiko hukum (Rathner, 2019).
Di Perancis, Good Samaritan Law mengatur bahwa setiap warga negara wajib memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan atau keadaan darurat. Contoh kasus yang terkenal adalah ketika para paparazzi yang berada di lokasi kecelakaan tidak segera memberikan pertolongan karena lebih fokus pada pekerjaan mereka. Aparat penegak hukum Perancis menjerat mereka dengan tindak pidana pembiaran berdasarkan Undang-Undang Good Samaritan Law yang berlaku di negara tersebut. Undang-undang ini mengancam pidana bagi siapa saja yang tidak memberikan pertolongan selama tidak membahayakan dirinya sendiri atau orang lain (Vika, Rokhmat, 2024).
Negara Kanada juga menerapkan Good Samaritan Law yang memberikan kekebalan hukum bagi siapa saja yang memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat. Kasus di mana seorang paramedis memberikan bantuan di luar jam kerja dan menghadapi tuntutan hukum dibatalkan karena prinsip perlindungan Good Samaritan Law. Ini menunjukkan bagaimana hukum Kanada mengutamakan perlindungan bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik (Vika, Rokhmat, 2024).
Good Samaritan Law di berbagai negara memberikan perlindungan hukum yang jelas dan proporsional bagi penolong dalam keadaan darurat, yang mendorong tindakan cepat dan sukarela tanpa takut akan tuntutan hukum. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model-model ini untuk mengembangkan regulasi serupa yang sesuai dengan konteks nasional, guna mengisi kekosongan hukum saat ini dan meningkatkan perlindungan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang memberikan pertolongan.
Konsep Good Samaritan Law di berbagai negara memberikan perlindungan hukum yang jelas dan proporsional bagi tenaga medis dan masyarakat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 531 KUHP yang masih menimbulkan kekhawatiran karena syarat “tidak menguatirkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain” yang dianggap membatasi ruang bagi masyarakat untuk memberikan pertolongan bebas tanpa takut risiko hukum.
Analisis Komparatif konsep Good Samaritan Law di Indonesia dan Negara lain
Di Indonesia, konsep Good Samaritan Law belum diadopsi secara eksplisit dalam satu regulasi khusus. Terdapat perbedaan fundamental antara praktik di Indonesia dengan model internasional sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1 berikut:
Tabel 1. Perbandingan Konsep Good Samaritan Law (GSL).
	Aspek Perbandingan
	Kosepn GSL Internasional
	Praktik GSL 
di Indonesia saat ini

	Sifat Tindakan
	Sukarela (Voluntary) dengan proteksi.
	Imperatif (wajib menolong) dengan ancaman pidana.

	Dasar Perlindungan
	Imunitas hukum otomatis bagi penolong yang beritikad baik.
	Perlindungan bersyarat harus sesuai standar dan etika, Pasal 275 UU 17/2023.

	Risiko Hukum
	Kebal dari tuntutan perdata/pidana kecuali kelalaian berat.
	Tetap berisiko terkena Pasal 359 KUHP jika hasil tindakan berujung kematian/cedera.

	Status Penolong
	Dilindungi sebagai "pahlawan sosial".
	Seringkali dianggap sebagai subjek hukum yang lalai jika gagal.



Kesenjangan ini terlihat pada Pasal 531 KUHP yang mewajibkan pemberian bantuan, tetapi disertai syarat "tidak mengkhawatirkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain". Klausul ini dianggap membatasi ruang gerak penolong dibandingkan konsep Good Samaritan Law internasional yang lebih menekankan pada proteksi pasca-tindakan. (Vika, Rokhmat, 2024)


Urgensi Penerapan Good Samaritan Law di Indonesia sebagai Inovasi Hukum
Penerapan Good Samaritan Law di Indonesia sangat dimungkinkan melalui rekonstruksi hukum pidana medis. Berdasarkan prinsip hukum progresif, Indonesia perlu mengadopsi elemen GSL ke dalam regulasi turunan UU Nomor 17 Tahun 2023. Hal ini sejalan dengan penelitian Tomy (2023) yang menyatakan bahwa Good Samaritan Law dapat menjadi "katup penyelamat" bagi tenaga medis dari jeratan kriminalisasi saat melakukan tindakan darurat yang berisiko tinggi. (Tomy, 2023)
	Dasar hukum nasional yang dapat dikaitkan dengan prinsip ini adalah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: khususnya pasal mengenai penyelesaian sengketa melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai filter awal sebelum proses pidana dan KUHP baru berdasarkan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mulai mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan atas dasar itikad baik. Dengan mengadopsi Good Samaritan Law, Indonesia dapat beralih dari pendekatan hukum yang bersifat punitif (menghukum) menuju pendekatan yang protektif dan mendorong solidaritas sosial dalam pelayanan kesehatan darurat.

3. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
         	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris (yuridis-normatif dan yuridis-empiris). Penelitian yuridis-normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum, aturan perundang-undangan, dan kaidah hukum yang mengatur perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan kegawatdaruratan. Penelitian yuridis-empiris bertujuan untuk mengungkap praktik dan realita pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan, termasuk kendala, hambatan, serta persepsi tenaga kesehatan dan pihak terkait lainnya dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini dipilih agar penelitian dapat menyajikan gambaran komprehensif yang menggabungkan aspek teori hukum dan kondisi nyata di lapangan. (Dr. H. Ishaq, S.H., 2020; Putro, 2025; Satjipto Rahardjo, 2014)
Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statutory Approach yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan, seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan KUHP, pendekatan Komparatif (Comparative Approach) yaitu membandingkan sistem perlindungan hukum tenaga kesehatan di Indonesia dengan negara lain untuk menemukan praktik terbaik dan solusi inovatif dan Pendekatan Kasus (Case Approach) melakukan analisis kasus konkret yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan kegawatdaruratan sebagai studi empiris dan representative. (Bahder Johan Nasution, 2005; Rahardjo, 2009)
Sumber Data
         Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder yaitu dokumen hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta dokumen hukum pelengkap; dan dokumen sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, monograf, serta hasil penelitian terdahulu terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan dan pelayanan kegawatdaruratan. (Prof. Dr. Mahmud Marzuki, 2017; Sri Siswati, 2013)
Prosedur Analisis Komparatif Internasional
Proses komparasi dilakukan melalui tahapan berikut:
a. Identifikasi dengan menentukan negara dengan regulasi Good Samaritan Law yang mapan.
b. Deskripsi dengan memaparkan isi dari masing-masing regulasi negara tersebut.
c. Oposisi dengan enjajajakan regulasi tersebut dengan kondisi hukum di Indonesia untuk menemukan titik perbedaan (gap) dan persamaan.
d. Sintesis dengan erumuskan elemen-elemen Good Samaritan Law internasional yang kompatibel untuk diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. (Peter Mahmud Marzuki, 2005)
Metode Analisis Data
	Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan Analisis Deskriptif-Kritis dan analisis komparatif. Analisis Deskriptif-Kritis  yaitu menggambarkan kerangka normatif dan ideal perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam situasi kegawatdaruratan, berdasarkan konsep Good Samaritan Law. 
	Analisis komparatif  membandingkan implementasi Good Samaritan Law secara internasional  dan analisis kritis yaitu menguraikan kondisi aktual perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia yang masih mengalami kekosongan dan ketidakjelasan, terutama dalam konteks pelayanan kegawatdaruratan. Proses analisis komparatif dilakukam dengan reduksi data dan display data. Reduksi data dengan menyaring data dari literatur dan kasus yang hanya relevan dengan variabel Good Samaritan Law dan pelayanan gawat darurat dan display data dengan menyajikan perbandingan antara kondisi normatif (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan kondisi empiris (apa yang terjadi di lapangan). 
	Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teori hukum progresif untuk mengevaluasi apakah regulasi saat ini sudah mencapai rasa keadilan atau memerlukan rekonstruksi hukum baru melalui adopsi konsep Good Samaritan Law. (Bahder Johan Nasution, 2005; Rahardjo, 2009)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil
Kondisi Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Indonesia
Kondisi perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami pembaruan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini berupaya memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugas profesi.  
Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), tenaga medis, dan tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat. Pasal 174 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien gawat darurat, meminta uang muka, atau menunda pelayanan karena urusan administratif. Selanjutnya, Pasal 275 ayat (1) mengatur kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat atau bencana. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, Pasal 438 UU Kesehatan mengancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp200 juta bagi pimpinan faskes, tenaga medis, atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama. Jika pengabaian tersebut menyebabkan kedisabilitasan atau kematian pasien, ancaman pidana meningkat hingga 10 tahun penjara dan denda Rp2 miliar (Tatang Guritno, 2024).
Aspek Perlindungan Hukum bagi tenaga medis dan tenaga Kesehatan, yang telah diatur sebagai berikut:
a. Hak Mendapatkan perlindungan Hukum
Pasal 273 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Perlindungan ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus mencegah penyalahgunaan posisi tenaga medis (SIP Law Firm, 2024). Selain itu ditegaslan dalam pasal 275 ayat (2) UU 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan  Pelayanan Kesehatan dalam rangka Tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. 
b. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadian
UU Kesehatan mengutamakan penyelesaian sengketa medis melalui alternatif penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi dan mekanisme Majelis Pemeriksa Disiplin (Pasal 310 UU No. 17/2023).  Hal ini bertujuan menjaga nama baik tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan ruang penyelesaian yang lebih cepat dan adil tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan terbuka (Irhamuddin, 2023).
c. Dukungan dan bantuan Hukum
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengatur kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan perlindungan hukum dan bantuan hukum kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menghadapi permasalahan hukum (Pasal 723 ayat (1), (SIP Law Firm, 2024) . Bantuan hukum ini meliputi konsultasi hukum dan pendampingan dalam penyelesaian sengketa.
d. Perlindungan Keamanan dan keselamatan Kerja
Pasal 273 ayat (1) huruf d UU No. 17/2023 menyatakan tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak atas perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, serta keamanan fisik dan psikis di tempat kerja. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, termasuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi (Pasal 273 ayat (1) huruf f dan Pasal 731 PP No. 28/2024).
e. Hak Imunitas dalam melaksanakan Tugas
Tenaga medis dan tenaga kesehatan diberikan imunitas hukum selama menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Ini berarti mereka tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata apabila dapat membuktikan bahwa tindakan mereka telah sesuai dengan standar yang berlaku (Irhamuddin, 2023).
f. Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit
UU No. 17 Tahun 2023 juga memperluas tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian sumber daya manusia kesehatan, termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan (Pasal 193). Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian yang dilakukan oleh seluruh SDM kesehatan yang bekerja di dalamnya (Andrianto & Noviani, 2021).
UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 memberikan kerangka perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan modern bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, keselamatan kerja, penyelesaian sengketa, serta tanggung jawab institusi tempat mereka bekerja. Namun, perlindungan pidana khusus bagi tenaga medis yang bertindak dalam keadaan darurat dengan itikad baik masih perlu diperkuat, misalnya melalui penerapan konsep Good Samaritan Law.
Data Kasus Malpraktik dan Kriminalisasi Tenaga Medis dan  Tenaga Kesehatan
Meskipun regulasi telah jelas, praktik di lapangan masih menunjukkan berbagai permasalahan. Data Kementerian Kesehatan periode 2023-2025 mencatat 51 aduan dugaan malpraktik di fasilitas pelayanan Kesehatan. Data MKDKI menunjukkan peningkatan kasus malpraktik dan gugatan hukum terhadap tenaga medis. Kasus-kasus malpraktik yang berujung tuntutan pidana terhadap tenaga medis semakin meningkat, menimbulkan ketakutan dan defensive medicine. Salah satu contoh nyata adalah kasus dokter RS Dr. Kandau Manado yang didakwa pidana karena kelalaian menyebabkan kematian pasien dalam situasi darurat yang berujung pidana akibat kelalaian dalam keadaan darurat (Rohmah & Yusuf, 2024). Berdasarkan Pasal 359 KUHP (kelalaian menyebabkan kematian).  Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga medis akan risiko kriminalisasi meskipun sudah berupaya memberikan pertolongan terbaik. 
Mahkamah Agung RI pernah menangani kasus dokter yang didakwa pidana karena kelalaian dalam penanganan pasien gawat darurat yang berujung kematian. Berdasarkan Pasal 359 KUHP, dokter tersebut dijatuhi hukuman pidana karena kelalaian yang menyebabkan kematian pasien. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga medis akan risiko kriminalisasi meskipun sudah berupaya memberikan pertolongan terbaik. 
Berdasarkan data Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), peningkatan kasus malpraktik medis yang berujung tuntutan pidana terjadi dalam beberapa tahun terakhir (Basworo & Wiguna, 2005). Tenaga medis yang dianggap lalai dalam pelayanan, termasuk dalam situasi darurat, menghadapi proses hukum pidana dan perdata yang komplek. Selain itu, penolakan pasien gawat darurat oleh rumah sakit juga menjadi isu serius. Penolakan tersebut dapat berakibat pidana terhadap rumah sakit dan tenaga medis berdasarkan UU Kesehatan dan KUHP (SIP Law Firm, 2024).
Ketidakjelasan perlindungan hukum ini menyebabkan tenaga medis dan masyarakat cenderung bersikap pasif atau melakukan defensive medicine, yaitu menghindari tindakan yang berisiko hukum meskipun tindakan tersebut dapat menyelamatkan nyawa. Kondisi ini sangat kontraproduktif bagi pelayanan kesehatan darurat yang membutuhkan respons cepat dan tepat.
Peran Majelis Disiplin Profesi (MDP)
Majelis Disiplin Profesi dibentuk untuk menegakkan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan secara menyeluruh, menggantikan peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang sebelumnya hanya mengawasi dokter dan dokter gigi. MDP memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup seluruh profesi kesehatan seperti perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya (Nadeak, 2024).
MDP bertugas menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran disiplin profesi dan menilai apakah tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (Kompas.id, 2025). Menurut Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, apabila tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana atau perdata, maka penyidik wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk mendapatkan rekomendasi (Pasal 308 ayat 1 dan 2) (Sudarmanto et al., 2024)
 Rekomendasi yang diberikan MDP bersifat primum remedium, yaitu sebagai tahap awal penyelesaian sebelum proses pidana atau perdata dilanjutkan. MDP akan menilai apakah tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku (Pasal 308 ayat 5 dan 6) (Wahyu Andrianto, 2024). Rekomendasi ini berupa penilaian apakah dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut. Dengan kata lain, MDP memberikan pertimbangan profesional terkait aspek disiplin dan etika profesi yang menjadi dasar untuk melanjutkan atau menghentikan proses hukum. MDP wajib memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima (Pasal 308 ayat 7). Jika dalam jangka waktu tersebut MDP tidak memberikan rekomendasi, maka secara hukum dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan (Pasal 308 ayat 8) (Mimi Kartika, 2024). 
MDP tidak berwenang melakukan penyidikan atau menuntut secara hukum, melainkan hanya memberikan rekomendasi berdasarkan penilaian profesional terhadap pelaksanaan tugas tenaga medis dan tenaga kesehatan. Proses yang dilakukan MDP lebih berfokus pada due process of ethics dan due process of discipline, bukan due process of law sebagaimana lembaga penegak hukum (Polisi, Jaksa) (Pasal 308 ayat 9 dan sumber hukum lainnya) (Mimi Kartika, 2024). MDP juga berwenang memberikan rekomendasi apakah suatu kasus dapat dilanjutkan ke proses penyidikan pidana atau perdata, sehingga berperan sebagai filter awal dalam mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap tenaga Kesehatan. 
Selain rekomendasi terkait proses pidana dan perdata, MDP juga dapat memberikan sanksi disiplin berupa: Peringatan tertulis, Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, enonaktifan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara, rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) (Pasal 306 UU Kesehatan). MDP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak disiplin yang memberikan sanksi, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan edukasi untuk mencegah pelanggaran disiplin. Pendekatan ini bertujuan menekan angka pelanggaran dan tindak pidana di kalangan tenaga kesehatan melalui evaluasi internal yang objektif dan professional (Mimi Kartika, 2024).
Konflik antara Pasal 531 KUHP dan Konsep Good Samaritan Law
a. Penerapan Konsep Good Samaritan Law dalam Konteks Indonesia
Penerapan Good Samaritan Law di Indonesia dapat diintegrasikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat lex specialis dalam pelayanan kegawatdaruratan. Dalam konteks Indonesia, Good Samaritan Law tidak dimaksudkan untuk menggantikan standar profesi, melainkan sebagai "perisai hukum" bagi tenaga medis yang bertindak sukarela di luar jam kerja atau di luar fasilitas kesehatan, misalnya di lokasi kecelakaan atau bencana. Implementasinya dapat dilakukan melalui Penguatan Aturan Turunan UU No. 17/2023 dengan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang secara eksplisit memberikan imunitas pidana dan perdata bagi penolong yang beritikad baik dan Kekebalan Hukum Terbatas yang menjamin bahwa selama tidak ditemukan unsur kelalaian berat (gross negligence) atau kesengajaan, tenaga medis tidak dapat dituntut atas hasil tindakan yang tidak diinginkan (unintended outcome).
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Pasal 531 KUHP mengandung makna esensial dan mendasar tentang kewajiban memberikan pertolongan kepada orang yang menghadapi maut, yang sejatinya memiliki motif dan intensi yang sama dengan konsep Good Samaritan Law, yaitu kepedulian terhadap keselamatan hidup manusia sebagai nilai kemanusiaan yang beradab (human and social responsibility) (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023).  Terdapat perbedaan konseptual dan Pendekatan hulum antara pasal 531 dengan konsep Good Samaritan Law. Pasal 531 bersifat imperatif dan memaksa, mewajibkan setiap orang yang menyaksikan keadaan darurat untuk memberikan pertolongan selama tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Jika tidak, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda, terutama jika korban meninggal dunia. 
Sementara Good Samaritan Law memberikan kekebalan hukum bagi penolong selama bertindak dengan itikad baik dan tidak lalai berat. Pasal 531 KUHP mencerminkan prinsip beneficience dan non-maleficence, yaitu mendahulukan mengatasi bahaya dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta prinsip primum non nocere (first, do no harm). Namun, ketentuan ini juga membatasi ruang gerak penolong karena harus memastikan keselamatan diri dan orang lain, sehingga dapat menghambat spontanitas pertolongan. 
b. Studi Kasus Internasional dan Tantangan di Indonesia 
Penerapan Good Samaritan law di negara-negara lain, bersifat sukarela (voluntary), yang memberikan perlindungan hukum bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik, tanpa ancaman sanksi jika tidak memberikan pertolongan, dan menekankan aspek kemanusiaan dan solidaritas sosial tanpa paksaan hukum (DPR RI, 2023). Sebagai perbandingan, negara India melalui Motor Vehicles Act (Amendment) 2019 dan pedoman Mahkamah Agung India, memberikan perlindungan penuh bagi "Good Samaritan" dari tuntutan sipil maupun kriminal. Hal ini terbukti meningkatkan angka keberhasilan penyelamatan korban kecelakaan karena masyarakat dan tenaga medis tidak lagi takut akan interogasi polisi yang berbelit-belit. 
Sementara di Indonesia melalui Pasal 531 KUHP mengancam pidana bagi yang tidak memberikan pertolongan, sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk bertindak spontan dalam memberikan bantuan karena khawatir akan risiko hukum jika pertolongan tersebut menimbulkan bahaya tidak disengaja. Konflik utama terletak pada sifat imperatif dan ancaman pidana dalam Pasal 531 KUHP yang berbeda dengan sifat sukarela dan perlindungan hukum dalam Good Samaritan Law. Untuk mengoptimalkan perlindungan dan mendorong pertolongan dalam keadaan darurat, Indonesia perlu menyesuaikan regulasi agar mengakomodasi konsep Good Samaritan Law secara lebih eksplisit, sehingga penolong terlindungi dan masyarakat terdorong untuk bertindak tanpa rasa takut.
Secara faktual, meskipun regulasi sudah mengatur kewajiban dan ancaman pidana bagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam pelayanan kegawatdaruratan, masih terdapat tantangan serius dalam pelaksanaan di lapangan. Kasus malpraktik, kriminalisasi tenaga medis, penolakan pasien gawat darurat, serta praktik ilegal menjadi isu yang harus segera diatasi. Kondisi ini memperkuat urgensi penerapan konsep Good Samaritan Law sebagai perlindungan hukum yang proporsional dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam situasi darurat.
Tantangan Penerapan Good Samaritan Law di Indonesia datang dari budaya hukum punitif  dimana masyarakat masih cenderung melihat kegagalan medis sebagai tindak pidana daripada risiko medis dan standar pembuktian dalam menentukan batas antara "kesalahan manusiawi dalam keadaan darurat" dengan "kelalaian berat" yang masih bisa dipidana,   sehingga diperlukan sinkronisasi antara Pasal 531 KUHP yang bersifat memaksa (imperative),  dengan prinsip Good Samaritan Law yang bersifat sukarela namun terlindungi. 
Pembahasan
Analisis Kritis Implementasi Hukum dan Perlindungan Tenaga Medis 
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP telah mengatur berbagai aspek perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun, terdapat kekosongan regulasi yang signifikan terkait perlindungan hukum pidana khususnya untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertindak dalam pelayanan kegawatdaruratan. Pasal 531 KUHP yang mengatur kewajiban memberikan pertolongan masih bersifat imperatif dan mengancam pidana bagi yang tidak memberikan pertolongan, tetapi tidak memberikan perlindungan hukum memadai bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik.
Konsep Good Samaritan Law merupakan inovasi hukum yang memberikan perlindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang secara sukarela memberikan pertolongan dalam keadaan darurat, selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, profesional, dan tanpa kelalaian berat atau kesengajaan.  Konsep ini menegaskan bahwa penolong tidak dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata atas akibat yang tidak disengaja dari tindakan pertolongannya, kecuali jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian sangat berat (Salinan Putusan Perkara Nomor 114/PUU-XXI/2023, 2023).
Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 275 dan 438 telah mengatur kewajiban menolong, regulasi tersebut lebih banyak menekankan pada sisi kewajiban dan sanksi daripada perlindungan. Analisis kritis menunjukkan bahwa perlindungan yang ada saat ini masih bersifat administratif. Tanpa adanya prinsip Good Samaritan Law, tenaga medis berada dalam posisi rentan terhadap Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Dampaknya, muncul fenomena defensive medicine di mana tenaga kesehatan menjadi ragu mengambil tindakan diskresi darurat karena takut dipersalahkan jika hasilnya fatal.
Perbandingan Praktik Good Samaritan Law di Indonesia dan Australia
Konsep ini telah diadopsi di berbagai negara seperti Australia  melalui Civil Liability Act 2002 yang memberikan kekebalan hukum bagi penolong dalam keadaan darurat, dimana seorang penolong tidak bertanggung jawab secara perdata atas tindakan yang dilakukan dalam itikad baik.
Dalam konteks negara  Indonesia, meskipun belum secara eksplisit diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP, konsep ini sangat relevan untuk mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan tenaga medis saat memberikan pelayanan kegawatdaruratan. Hal ini penting mengingat Pasal 531 KUHP yang mengatur kewajiban memberikan pertolongan masih bersifat imperatif dan mengancam pidana bagi yang tidak memberikan pertolongan, namun belum memberikan perlindungan hukum memadai bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik. Good Samaritan Law juga mendorong keberanian dan solidaritas sosial dalam memberikan pertolongan tanpa rasa takut akan risiko hukum yang berlebihan, sekaligus mengurangi praktik defensive medicine yang dapat merugikan pasien dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 memperluas tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap kelalaian yang dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia kesehatan, termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga Good Samaritan Law dapat menjadi pelengkap penting dalam memberikan perlindungan hukum individual bagi tenaga kesehatan saat bertugas dalam situasi darurat (Ady Thea DA, 2024)
Penerapan konsep Good Samaritan Law di Indonesia, pada praktiknya masih sangat bergantung pada proses pembuktian di pengadilan yang panjang. Dengan mengadopsi model Australia, Indonesia dapat menciptakan filter awal yang lebih kuat, sehingga kasus-kasus kegawatdaruratan tidak langsung masuk ke ranah peradilan pidana, melainkan disaring terlebih dahulu melalui tinjauan etik dan disiplin profesional oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP). 
Dampak Hukum dan Sosial Penerapan Good Samaritan Law
Secara Hukum, penerapan Good Samaritan Law akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga medis (teori perlindungan hukum). Ini akan menggeser paradigma hukum kesehatan dari yang bersifat punitif menjadi restoratif dan protektif. Secara Sosial, keberadaan Good Samaritan Law akan meningkatkan altruisme dengan mendorong tenaga kesehatan dan masyarakat untuk berani menolong tanpa rasa takut, menghilangkan stigma kriminalisasi dengan  mengurangi ketegangan antara penyedia layanan kesehatan dan masyarakat serta meningkatkan keselamatan publik dengan hilangnya hambatan psikologis untuk menolong, sehingga angka kematian akibat keterlambatan penanganan darurat dapat ditekan secara signifikan.
Inovasi dan Kontribusi Rekonstruksi Hukum
Implementasi konsep Good Samaritan Law dalam konteks pelayanan kegawatdaruratan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia menghadirkan inovasi hukum yang signifikan dan mendesak, terletak pada pengembangan kerangka perlindungan hukum yang eksplisit dan proporsional, yang belum diatur secara khusus dalam sistem hukum nasional saat ini. Good Samaritan Law memberikan kekebalan hukum terbatas kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang secara sukarela memberikan pertolongan dalam keadaan darurat, selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, profesional, dan tanpa kelalaian berat atau kesengajaan (Brian West; Matthew A. Varacallo., 2022). Ini merupakan inovasi hukum yang menjawab kekosongan perlindungan pidana dan perdata yang selama ini menjadi sumber kekhawatiran dan potensi kriminalisasi tenaga medis saat bertugas dalam kondisi kegawatdaruratan (Andrianto & Noviani, 2021).
Dengan mengadopsi Good Samaritan Law, rekonstruksi hukum pidana medis akan memberikan kepastian bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak akan dikenakan sanksi pidana atau perdata atas tindakan pertolongan yang dilakukan dalam keadaan darurat, kecuali terdapat unsur kelalaian berat atau kesengajaan. Ini menyeimbangkan kewajiban memberikan pertolongan dengan perlindungan hukum yang adil.
Rekonstruksi hukum ini juga membuka ruang bagi pengembangan regulasi khusus yang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kegawatdaruratan, termasuk penerapan konsep Good Samaritan Law. Ini akan meningkatkan keberanian dan profesionalisme tenaga medis dalam memberikan pertolongan tanpa takut risiko hukum yang tidak proporsional. Rekonstruksi hukum juga menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights), selama masa darurat. Pengaturan ini menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penanganan darurat dan penghormatan terhadap hak warga negara (Ady Thea DA, 2023). 
Rekonstruksi ini mengusulkan pengalihan beban pembuktian kepada pihak pengadu untuk membuktikan adanya kelalaian atau kesengajaan, bukan membebankan tenaga medis membuktikan bahwa tindakannya sudah sesuai standar. Hal ini mengurangi risiko kriminalisasi yang tidak proporsional. Sebelum proses pidana dilanjutkan, kasus dugaan malapraktik atau kelalaian dapat diselesaikan melalui Majelis Disiplin Profesi sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Ini menjadi primum remedium yang mengedepankan penyelesaian etis dan profesional tanpa harus langsung ke ranah pidana.
	 	Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi hukum melalui pengalihan beban pembuktian (shifting the burden of proof) dalam kasus darurat. Pihak pengadu harus membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian berat, bukannya tenaga medis yang harus membuktikan ketaatan standar di tengah situasi krisis. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XXI/2023 yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka yang berupaya menyelamatkan nyawa manusia.
Dengan demikian, penerapan konsep Good Samaritan Law di Indonesia menjadi solusi inovatif yang harmonis dengan regulasi nasional dan praktik internasional, memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kegawatdaruratan. 
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Indonesia saat ini belum memiliki aturan khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga medis, tenaga kesehatan yang memberikan pertolongan pertama dalam situasi kegawatdaruratan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi bagi penolong yang bertindak dengan itikad baik. Pasal 531 KUHP mewajibkan setiap orang memberikan pertolongan, namun ancaman pidana bagi yang tidak menolong tanpa perlindungan hukum memadai bagi penolong bertentangan dengan konsep Good Samaritan Law yang mengedepankan perlindungan bagi penolong sukarela. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, dan Korea Selatan telah mengadopsi Good Samaritan Law yang memberikan perlindungan hukum bagi penolong dalam keadaan darurat, menjadi contoh yang relevan untuk Indonesia. Good Samaritan Law memberikan perlindungan terbatas dari tuntutan pidana dan perdata bagi penolong yang bertindak sukarela dan profesional dalam keadaan darurat, kecuali terdapat kelalaian berat atau kesengajaan. Konsep ini mendorong solidaritas sosial dan keberanian bertindak tanpa rasa takut akan risiko hukum.
Rekomendasi
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Pemerintah perlu segera menginisiasi regulasi turunan dari UU No. 17 Tahun 2023, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Kesehatan, yang secara eksplisit mengadopsi prinsip Good Samaritan Law. meliputi langkah kongkret sebagai berikut: Menetapkan norma “kekebalan hukum terbatas" bagi tenaga medis dan kesehatan yang bertindak sukarela dan profesional dalam keadaan darurat sebagai kodifikasi perlindungan. Menyusun indikator teknis mengenai batasan "itikad baik" dan "kelalaian berat" (gross negligence) sebagai parameter bagi aparat penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi yang tidak tepat. 
Penguatan Mekanisme Hukum dan Perlindungan Profesi: Menciptakan sistem pertanggungjawaban yang adil dan menjamin kepastian hukum, dengan langkah-langkah berikut: Mewajibkan penyelesaian sengketa melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai pintu pertama sebelum masuk ke ranah pidana sebagai mekanisme filtering kasus. Menerapkan mekanisme pengalihan beban pembuktian kepada pengadu dalam kasus kegawatdaruratan medis, guna melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan yang bersifat spekulatif atau defensive medicine. 
Institusi Kesehatan dan Organisasi Profesi: Institusi kesehatan dan organisasi profesi berperan aktif dalam menjamin keberhasilan implementasi Good Samaritan Law di lapangan melalui: Peningkatan standarisasi kompetensi dengan menyelenggarakan pelatihan rutin terkait protokol kegawatdaruratan dan aspek legal-etik bagi seluruh tenaga medis guna meminimalkan risiko kelalaian. Peningkatan sistem pendampingan hukum pada institusi kesehatan untuk menyediakan unit bantuan hukum yang responsif untuk mendampingi tenaga kesehatan yang menghadapi risiko hukum saat menjalankan tugas darurat. Melakukan sosialisasi luas kepada masyarakat mengenai batas tanggung jawab penolong dalam situasi darurat guna membangun dukungan publik terhadap semangat solidaritas sosial.
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